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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Para pelaku usaha di bidang kuliner menggunakan label halal 

tanpa memiliki sertifikasi halal karena igin menumbuhkan 

minat pelanggan dan juga mendeklarasikan bahwa makanan 

yang mereka produksi benar-benar berasal dari bahan yang 

halal dan aman bagi tubuh. Berbeda dengan usaha lain yang 

tidak menggunakan label halal, pelaku usaha yang 

menggunakan label halal pada tempat usahanya mengalami 

lonjakan jumlah pengunjung, menggunakan label halal dinilai 

membuat tempat usaha mereka ramai pengunjung. Yang 

menjadi hal yang mengkhwatirkan adalah, tidak adanya 

transparansi mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam 

kegiatan produksi. Hal ini dikarenakan pelaku usaha belum 

melakukan sertifikasi halal sehingga belum pernah diadakan 

inspeksi langsung oleh LPPOM-MUI Sumatera Selatan, 

sehingga belum jelas kehalalan produk tersebut



75 
 

 
 

2. Menurut Pandangan LPPOM-MUI Sumatera Selatan bahwa 

sebenarnya label halal itu hanya sekedar lambang untuk 

mempermudahkan komunikasi antara produsen dan 

konsumen, yang membuatnya menjadi penting dan 

diperhitungkan itu adalah sertifikasi halal, namun dalam 

melakukan pendaftaran sertifikasi halal itu sendiri tidak 

bersifat wajib bagi setiap pemilik usaha melainkan bersifat 

sukarela, artinya para pelaku usaha boleh melakukan 

sertifikasi halal boleh juga tidak. Akan tetapi, bagi mereka 

yang tidak melakukan sertifikasi halal tidak boleh 

mencantumkan halal baik itu tulisan, lambang maupun 

gambar, artinya pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi 

halal tidak boleh mengklaim bahwa produk mereka itu halal, 

karena diragukan bahwa produk tersebut benar-benar halal 

atau tidak. 

 

B. SARAN 

1. Penulis berharap kepada para pelaku usaha baik itu perusaan 

besar maupun hanya sekedar industri rumah tangga untuk 

lebih peduli demgam konsumen dengan melakukan sertifikasi 
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halal agar konsumen merasa tenang dan tidak menimbulkan 

kemudharatan bagi yang mengkonsumsinya.  

2. Penulis juga berharap kepada pelaku usaha yang terhalang 

biaya dalam melakukan sertifikasi halal, LPPOM-MUI 

Sumatera Selatan telah melakukan kerjasama dengan 

pemerintah sehingga biaya pendaftaran sertifikasi halal dapat 

dibebankan kepada pemerintah karena LPPOM-MUI 

Sumatera Selatan sudah membantu 76 usaha untuk 

mendapatkan sertifikasi halal namun biayanya ditanggung 

pemerintah. 
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